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ABSTRAK
ZULKIFLI RAIS. E 111 12 004. KESETARAAN GENDER DALAM PILKADA
LUWU UTARA TAHUN 2015 Dibawah bimbingan Gustiana A Kambo
sebagai Pembimbing I dan Ariana Yunus sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesetaraan
gender dan cara memanfaatkan isu kesetaraan gender dalam Pilkada Luwu
Utara tahun 2015. Majunya Indah Putri Indriani sebagai calon Bupati Luwu
Utara periode 2016-2021 telah memiliki beberapa modal berkat
kecerdasannya dan keramahannya yang disukai oleh masyarakat saat
pencalonan dirinya kedalam proses pemilihan kepala daerah.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif untuk menggambarkan fakta dan argumen yang tepat.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu
Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikuti Pilkada serentak Tahun
2015. Jenis data berupa data primer yang diperoleh melalui studi lapangan
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan
terhadap informan dan data sekunder yang diperoleh dari telaah dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kesetaraan gender yang ada di
Luwu Utara menunjukkan keseimbangan yang ditandai dengan adanya
keikutsertaan Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan calon perempuan
sebagai calon Bupati berkontestasi dengan calon bupati laki-laki, sehingga
proporsi perempuan dan laki-laki dalam perebutan kekuasaan eksekutif di
Luwu Utara tercapai atau dapat dikatakan seimbang. Masyarakat Luwu Utara
adalah masyarakat heterogen sehingga dalam memilih calon mereka tidak
melihat calon dari jenis kelamin tetapi melihat dari apa yang di tawarkan
seorang calon melalui visi-misi dan program kerja.
Kata kunci: Kesetaraan Gender, kemenangan dan Pilkada
ABSTRAK
ZULKIFLI RAIS. E 111 12 004. KESETARAAN GENDER DALAM PILKADA
LUWU UTARA TAHUN 2015 Dibawah bimbingan Gustiana A Kambo
sebagai Pembimbing I dan Ariana Yunus sebagai Pembimbing II.
This study aimed to describe the form of gender equality and how to
take advantage of gender equality issues in the elections of 2015 North Luwu.
The rapid advancement of North Luwu Lovely Daughter Indriani as a
candidate for Regent of North Luwu period 2016 to 2021 has had some
capital thanks to his wit and hospitality preferred by the public during the
election campaign itself into the local election process.
The method used is qualitative method with descriptive type to
describe the precise facts and arguments. The study was conducted in North
Luwu regency which is one of the regions in South Sulawesi which followed
the simultaneous election year of 2015. The data type of primary data
obtained through field study with data collection through interviews with
informants and secondary data obtained from the study documents ,
The results showed that; gender equality in North Luwu shows a
balance that is characterized by the participation This is evidenced by the
participation of women candidates as a candidate for Regent berkontestasi
with candidates men, so that the proportion of women and men in the
struggle for executive power in North Luwu is reached or it can be said
balanced. North Luwu society is heterogeneous society so as to select
candidates, they do not see a candidate of the sex, but see what is on offer
from a candidate with the vision, mission and work program.
Keywords: Gender Equality, and the election victory
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia memasuki babak baru yang ditandai dengan hadirnya
pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih
oleh DPRD melainkan dipilih secara langsung oleh warga melalui sistem
pemilihan secara langsung. Sistem pemilihan langsung adalah seperangkat
unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan keinginan
rakyat untuk menentukan pilihan dan menunjuk wakil yang akan
mewakilinya.1
Berdasarkan Undang-Undang No.  22 Tahun 20142 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih
calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya masing-masing baik itu laki-
laki maupun perempuan. Berdasarkan Undang-Undang ini, pasangan calon
Kepala Daerah tidak hanya berasal dari Partai Politik namun juga dapat
berasal dari calon perseorangan yang dipilih dengan menggunakan sistem
pemilihan umum secara langsung.
1 http://liawinnipurba.blogspot.co.id/ tentang pilkada langsung di Indonesia
22 Sumber uu 22 tahun 2014
2Sistem pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan di
Indonesia dimulai pada awal reformasi setelah tumbangnya era orde baru
yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Lahirnya UU No. 22 tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian direvisi dengan
Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota, kemudian direvisi lagi dengan Undang-undang No. 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terjadinya
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung
oleh rakyat dengan syarat dan atau cara pelaksanaannya ditetapkan dalam
peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal
43 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih
dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berhak turut serta dalam
pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang
dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan
3perundang-undangan, serta masyarakat dapat diangkat dalam setiap jabatan
pemerintahan.3
Politik pada hakikatnya adalah upaya untuk merebut kekuasaan,
termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini,
kondisi perpolitikan di Indonesia masih didominasi laki-laki, baik di tingkat
yang paling sederhana yaitu RT/RW hingga tingkat politik formal.
Disentralisasi menjadi arena sosial baru bagi reposisi perempuan di tingkat
lokal. Disentralisasi telah membuka ruang kompetisi dalam memanfaatkan
sumber-sumber daya, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya yang
tersedia antara lain melalui representasi perempuan dalam lembaga
eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat lokal.4
Pada tataran politik lokal, pemilihan kepala daerah merupakan
momentum bersejarah serta menjadi ajang kontestasi politik bagi bangsa
Indonesia untuk memilih kepala daerah secara terstruktur. Indonesia adalah
Negara yang pertama kali menggunakan pilkada serentak, hal ini merupakan
Indonesia dapat di catat dalam sejarah karena menyelenggarakan pilkada
serentak gelombang pertama. Namun juga sebagai ajang pembuktian bagi
kaum perempuan. Realitas partisipasi perempuan Indonesia dalam politik
tanah air masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari 9 Provinsi, 36 Kota dan
3 www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
4 Widjajanti Mulyono Santoso.Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan tantangan. Yayasan
Pustaka Obor Indonesia Hal 201
4224 Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada
tahun 2015. Artinya, sekitar 53 persen dari seluruh provinsi dan
kabupaten/kota yang ada di Indonesia sebanyak 537 yang melaksanakan
pilkada serentak gelombang pertama.
Pelakasanaan pilkada serentak gelombang pertama juga terdapat
calon perempuan yang ikut andil dalam pemilihan tersebut, diantaranya
terdapat 116 perempuan yang berkompetisi dalam pemilihan umum kepala
daerah, 54 mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 62 orang tercatat
sebagai calon wakil kepala daerah. Adapun calon dari kaum perempuan yang
berhasil hanya 14 orang, salah satunya berasal dari kabupaten Luwu Utara
yaitu pasangan Indah Putri Indriani berpasangan dengan Thahar Rum.
Partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan
dalam lembaga- lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah
representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas
yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak
banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan
keputusan dimana hasil dari keputusan tersebutbanyak kasus akan mengena
kepada kaum perempuan. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat.
Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan
5masih juga dimarginalisasikan atau didiskriminasikan untuk berpartisipasi
dalam lembaga-lembaga politik formal.5
Kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk ikut aktif secara
langsung dalam dunia politik akhirnya memunculkan calon-calon pemimpin
perempuan dalam pemilu, khususnya diarena pemilihan kepala daerah
(pilkada). Menariknya, sampai saat ini di beberapa daerah telah diramaikan
dengan pemilihan kepala daerah dengan munculnya fenomena partisipasi
perempuan untuk menjadi kandidat kepala daerah (Gubernur, Wakil
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati).6
5 Hendri Koeswara. Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol
Pada Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005 hal 1
6 Rahmaturrizqi dkk. Gender dan Perilaku Memilih sebuah Kajian Psikologi Politik. Jurnal Psikologi :
Teori dan Terapan Vol 3 No 1 Agustus 2012 Hal 50
6Tabel 1.
Kepala Daerah Perempuan
Perempuan Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama
dengan laki-laki terutama dalam bidang politik. Demokrasi secara subtantif
tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan. Pilkada tidak hanya
menjadi ajang kontes politik bagi kalangan laki-laki. Realitas partisipasi
perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Hal itu terbukti
dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga
tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi
publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para pejuang
Nama Jabatan
Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten
Rustriningsih Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tri Risma Harini Walikota Surabaya
Airin Rachmi Diany Walikota Tanggerang Selatan
Atty Suharti Tochija Walikota Cimahi
Anna Sophanah Bupati Indramayu
Neneng Hasanah Yasin Bupati Bekasi
Rina Iriani Bupati Karanganyar
Sri Suryawidati Bupati Bantul
Ni Putu Eka Wiryastuti Bupati Tabanan
Juliarti Bupati Sambas
Indah Putri Indriani Wakil Bupati Luwu Utara
Rustriningsih Bupati Kebumen
Widya Kandi Susanti Bupati Kendal
Christian Euginia Paruntu Bupati Minahasa Selatan
Idza Priyanti Bupati Brebes
Rita Widyasari Walikota Kutai Kartanegara
Cellica Nurrachadiana Wakil Bupati Karawang
Suryatati A Manan Walikota TanjungPinang
7perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang
cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.
Kuota 30% merupakan sebuah awal dari pengarusutamaan
keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia selain itu juga
perempuan memberikan warna dalam proses politik yang sedang berjalan.
Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki
jumlah kursi di lembaga legislatif, selain dari itu kunci keterlibatan perempuan
masuk dalam politik. Terbukanya jalan dalam jalur pemilihan kepala daerah
menjadi sebuah kesempatan baru untuk terlibatnya perempuan dalam jalur
politik. Apalagi dukungan dari beberapa peraturan seperti UU No.32 Tahun
2004 dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang juga memberikan
kesempatan pada perempuan agar mencalonkan sebagai kepala daerah.
Munculnya sejumlah kandidat perempuan pilkada di tanah air
mendapat perhatian khusus seperti yang diutarakan Manuel Castells dalam
the power of identity bahwa transformasi politik dunia menjelang abad ke-21
salah satunya ditandai dengan fenomena dengan runtuhnya tatanan patriarki
diberbagai belahan dunia. keruntuhan patriarki disini bukan semata-mata
dalam pengertian tampilnya perempuan di wilayah publik mengimbangi
dominasi laki-laki dalam jumlah maupun kapasitas, namun secara mendasar
lebih mengarah pada perubahan fundamental formasi sosial, politik dan
budaya baik dalam ranah privat maupun publik yang menempatkan dominasi
kaum laki-laki dalam pembagian kerja dan peran. Ranah politik yang selama
8ini dimaknai sebagai dunia laki-laki, baik dalam pengertian dipenuhi oleh
aktifitas kaum laki-laki, maupun dipengaruhi oleh karakter maskulinitas,
mengalami transformasi besar-besaran yang tidak saja menempatkan
hadirnya kaum perempuan namun juga tampil diskursus feminis dalam politik.
Pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, bupati Luwu
Utara Arifin Junaidi dan Wakil Bupati Luwu Utara. Indah Putri Indriani saling
beradu. Mereka saling berkompetisi untuk menjadi bupati Luwu Utara periode
2015-2020, sekaligus menjadikan pemilihan kepala daerah Luwu Utara tahun
2015 hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Calon Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani melawan pasangannya
pada periode 2010-2015 yang juga sebagai calon Bupati petahana pada
pemilihan kepala daerah secara serentak yang digelar pada tanggal 9
Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Indah Putri Indriani harus
memikirkan strategi yang terbaik untuk mengalahkan pasangan Arifin Junaidi
dan A. Rahim. Hal ini disebabkan sebagai Bupati petahana, Arifin Junaidi
memiliki pengaruh yang cukup besar baik di kalangan birokrat maupun di
masyarakat pada umumnya sehingga sangat sulit untuk dilawan apalagi
untuk dikalahkan.
Majunya Indah Putri Indriani sebagai calon Bupati Luwu Utara periode
2016-2021 telah memiliki beberapa modal berkat kecerdasannya dan
9keramahannya yang disukai oleh masyarakat saat pencalonan dirinya
kedalam proses pemilihan kepala daerah. Sebelum memutuskan terjun ke
kancah politik Indonesia, sosok ibu dua anak ini lebih dikenal di kalangan
akademis sebagai salah satu staf pengajar program Sarjana (S1), program
ekstensi dan program pasca-sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Di samping itu,
juga tercatat sebagai staf pengajar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial pada
dua universitas lain di Jakarta, Universitas Bung Karno dan Universitas
Muhammadiyah Jakarta.
Kesetaraan gender pun tidak luput dalam Pilkada Luwu Utara. Sejarah
pemekaran wilayah, Kabupaten Luwu Utara yang terbentuk pada tahun 19997
sudah memiliki kepala daerah diantaranya Luthfi A. Mutty dan Arifin Junaidi
sebagai Bupati definitif, adapun carateker bupati di Luwu Utara yaitu A.
Muallim, A. Herry Iskandar, dan Ilham A. Gazaling, .  Dari data tersebut
menunjukkan bahwa strategi politik dari kandidat laki-laki selalu
memenangkan pilkada.
KPU Kabupaten Luwu Utara dalam rapat pleno menetapkan pasangan
Indah Putri Indriani-Thahar Rum (Pintar) sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Luwu Utara dengan memperoleh suara sebanyak 90.824,
7 http://makassarsehat.pedia.id/info-kabupaten-luwu-utara/102-sejarah-singkat-terbentuknya-kab-
luwu-utara.html
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mengungguli pasangan Arifin Junaidi (A+R Juna) dengan jumlah suara
sebanyak 78.614, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 220.073.8
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
pelaksanaan pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 melalui
pendekatan kesetaraan Gender, sehingga Indah Putri Indriani dapat terpilih
sebagai bupati Luwu Utara. Oleh karena itu penulis mengangkat judul
Kesetaraan Gender Dlam Pilkada Luwu Utara Tahun 2015.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Kesetaraan Gender dalam Pilkada Luwu
Utara Tahun 2015
1.2 Rumusan Masalah
Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk Kesetaraan Gender Dalam Pilkada Luwu Utara
tahun 2015?
2. Bagaimana Indah Putri Indriani memanfaatkan Isu Kesetaraan
Gender dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2015?
8 Data KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis dan menggambarkan
dinamika atas majunya Indah Putri Indriani dalam kontestasi pemilihan umum
Kepala Daerah Luwu Utara tahun 2015.
1.4 Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis.
a. Sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya ilmu politik.
b. Merangsang munculnya penelitian baru pada bidang ini,
sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman dan kegunaan ilmu
pengetahuan.
2. Manfaat praktis
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami realitas ilmu politik utamanya dalam proses
pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Luwu Utara
b. Memberikan informasi kepada khalayak tentang kesetraan
gender dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep yang relevan dengan judul
atau rumusan masalah yang diteliti. Penulis  mencoba menjadikan konsep
tersebut sebagai alat analisis tentang keterpilihan Indah Putri Indriani sebagai
Bupati Luwu Utara pada pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara
serentak pada 9 Desember 2015 lalu, untuk lebih memperjelas, maka penulis
menggunakan konsep pemaknaan tentang Konsep Kesetaraan Gender,
Keterwakilan perempuan dalam politik, serta makna Elekatbilitas. Aspek
tersebut diuraikan sebagai berikut:
2.1 Konsep Kesetaraan Gender
Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan
juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan
demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yan
sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara
satu sama lain.
Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai mahkluk
Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau
kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia
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tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu
sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.
Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan,
atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan
manusia tersebut terhadap Tuhan.
Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya
pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan
atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan
manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan
derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia.
Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap
manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah
kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib
kehidupan.
Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman
diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu
maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka
memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama
sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan.
Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau
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kedudukan, hak  dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat
di dalamnya amat diperlukan.
Gender merupakan sekumpulan arti sosial yang diletakan pada
kategori-kategori sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk
mengkonseptualisasikan gender adalah memikirkannya sebagai suatu skala
sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. Gender juga
mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan
laki-laki.9
Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender
sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-
persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini
disebabkan karena adanya kaitan erat antara perbedaan gender (gender
differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur
ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.10
Istilah gender dalam khasanah ilmu-ilmu sosial diperkenalkan untuk
mengacu pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa
konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi bila dimaknai lebih
dalam bahwa rumusan gender merujuk pada perbedaan-perbedaan antara
9 Joni Lovenduski. Politik Berparas Perempuan. (Yogyakarta. 2005) Hal 47
10 Mansour Fakih. Analisis Gender & Transformasi Sosial. (Yogyakarta. 2008) Hal 1
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perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi dan terbentuknya
masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik. 11
Istilah gender sendiri digunakan pertama kali pada tahun 1890 guna
menunjukkan suatu kepercayaan terhadap kesamaan dalam konteks seksual
dan komitmen untuk menghapuskan dominasi dalam masyarakat, dimana
perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan laki- laki. Dominasi ini
mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap peran perempuan dan laki-
laki, serta diskriminasi pada hak-hak tertentu.12
Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan
analisis gender sering mendapat perlawanan (resistance) baik dari kalangan
kaum laki-laki maupun kalangan perempuan sendiri. Analisis gender sering
ditolak oleh orang-orang yang melakukan kritik terhadap sistem sosial yang
dominan seperti kapitalis. Penyebabnya adalah sebagai berikut:
1. Mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah
mempersoalkan system dan struktur yang telah mapan, bahkan
menggoncang struktur dan system status quo ketidakadilan
tertuang dalam masyarakat.
11 Leo Agustino, Politik Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik, (Yogyakarta: 2007),
hal.227
12 Santi Rosita Dewi, Tinjauan Representasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014,
http://www,akademia.edu/Perempuan/Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia.html
diakses pada 3 April 2016 pukul 20.23
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2. Banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah kaum
perempuan harus dipertanyakan? Kesulitan lain dengan
mendiskusikan soal gender pada dasarnya berarti membahas
hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi.13
Berdasarkan perspektif gender, perbedaan peran antara laki-laki dan
perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender adalah segala
aturan, stereotipe yang  mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
yang paling awal melalui pembentukan identitas maskulin dan feminim.
Gender adalah perbedaan peran, perilaku, tingkah laki-laki dan perempuan
oleh budaya masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis
laki-laki dan perempuan. Jadi gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi dikenal
melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa14
Diyakini bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda
maka peran keduanya juga harus berbeda. Ideologi gender menyebabkan
adanya pemilahan jenis pekerjaan. Kesetaraan dan keadilan gender adalah
suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial   perempuan dan laki-laki setara,
serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat
perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Wujud Kesetaraan dan
Keadilan Gender adalah:
13
14 Harmona Daulay, Perempuan Dalam Kemelut Gender, (Medan:  2007), hal.4
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1. Akses, yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki
pada sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam
proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama
pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat, pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi
perempuan dan laki-laki.
Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut
berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara.
Orang harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak
yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keduanya
memiliki  hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal
kebebasan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang
diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan
laki-laki, dan atas berbagai peran yang keduanya lakukan. Mansour Fakih
mengatakan: “dominasi laki-laki dalam struktur partai politik, semakin
memberikan peluang yang besar kepada laki-laki untuk menciptakan tatanan
politik yang bias gender, karena dominasi satu jenis seringkali melahirkan
hegemoni dan kebijakan yang bias atas jenis lainnya.”15
15 Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 4, Desember 2012, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
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Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang
sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada
konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah
persamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Kemudian
ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-
laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga
diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama
dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya
masing-masing.
Pemerintah negara ini tampaknya paling rajin meretifikasi konvensi-
konvensi internasional yang memberikan dasar kuat untuk membangun
kebijakan Undang-Undang yang berkenaan pembangunan kesetaraan
gender. Pada 1984, Indonesia meratifikikasi Konvensi PBB untuk
penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)
dan kemudian konvensi No. 100 Organisasi Buruh Indonesia (ILO) yang
mengisyaratkan pembayaran yang sama untuk pekerjaan sama. Pada
februari 2000, Indonesia menjadi Negara Asia Tenggara pertama yang
menandatangani protokol konvensi PBB untuk penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan. Itu prestasi yang luar biasa, tetapi sayang
sekali, peratifikasian itu tidak disambung langsung dengan aksi sehingga
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ratifikasi itu tetap merupakan ratifikasi. Gender dalam diskursus saat ini
mengacu pada konstruksi sosial yang cukup rumit tentang identitas laki-laki
dan perempuan.
Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik
laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal
mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran
gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki
harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak
dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.
Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis
kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber
daya, manfaat atau dalam mengakses pelayanan.
Berbeda halnya dengan keadilan gender merupakan
keadilan pendistribusian manfaat dan tanggung jawab perempuan dan laki-
laki. Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan
antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan
cara memperbaiki ketidakseimbangan antara jenis kelamin. Masalah gender
muncul bila ditemukan perbedaan hak, peran dan tanggung jawab karena
adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak menguntungkan salah satu jenis
kelamin (lazimnya perempuan).
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Untuk itu perlu dilakukan rekontruksi sosial sehingga nilai-nilai sosial
budaya yang tidak menguntungkan tersebut dapat dihilangkan. Sehingga
masalah kesehatan reproduksi yang erat kaitannya dengan ketidakadilan dan
ketidaksetaraan gender dapat dihindari, khususnya kematian ibu dan anak
yang masih tinggi di Indonesia.
2.2 Keterwakilan Perempuan dalam Politik
Peran perempuan dalam politik arus utamanya tidak hanya
menggunakan arti popular pengertian politik tetapi juga menggunakan sifat
berlebihan dari apa yang bagi kaum feminism merupakan sifat politis. Bagi
kaum feminis, yang bersifat  politis meliputi  kehidupan pribadi dan kehidupan
privat (domestik), yang didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak
seimbang dimana kaum laki-laki mempunyai kekuasaan daripada
perempuan, dan juga mempunyai kekuasaan atas perempuan. Pertanyaan
yang akan dihasilkan  dengan lebih banyaknya  perempuan dalam politik ,
apakah akan mengubah politik yang demokratis. 16
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 jelas mengatakan pengakuan
Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warganya baik
laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara tanpa ada batasan. Sehingga hak politik perempuan
ditetapkan melalui instrumen hukum dengan meratifikasi dengan berbagai
16 Joni Lovenduski. Hal  33
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konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan tersebut. Hak-hak
perpolitikan perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi PBB
yang menjelaskan beberapa hal:
1. Perempuan berhak dalam memberikan suara dalam semua pemilihan
dengan syarat-syarat yang sama bagi laki-laki, tanpa suatu
diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang telah dipilih
secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang
sama dengan laki-laki dan tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan
semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat
yang sama dengan laki-laki17.
Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika
kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif
demokrasi yang ramah jender (gender democracy).
Perwakilan Politik seperti yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, bahwa
perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam
ilmu politik. Perdebatan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus
dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah
akan bertindak sebagai ’delegates’ ataukah sebagai ’trustees’. Sebagai
17 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, (Jakarta:
2007), hal 155-157
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’delegates’, para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi
pilihan dari para konsituen. Sementara itu, sebagai ’trustees’ berarti para
wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para
wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
konstituen.18
Diantara dua pandangan itu, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika
para wakil bertindak sebagai ’politico’. Disini, para wakil bergerak secara
kontitum antara ’delegates’ dan ’trustees’. Di satu sisi, para wakil harus
bertindak sebagaimana dikehendaki oleh terwakil (the autonomy of the
represented), sehingga akuntabel. Di sisi lain, mereka juga memiliki
kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil
(the autonomy of representative). Berdasarkan argumen diatas, Pitkin
mengelompokkan perwakilan dalam empat kategori, yakni :
1. Perwakilan Formal (formalistic representation), Dalam kategori ini,
perwakilan dipahami dalam dua dimensi: otorisasi dan akuntabilitas.
Dimensi pertama berkaitan dengan otorisasi apa saja yang diberikan
kepada wakil. Ketika para wakil melakukan sesuatu diluar otoritasnya,
dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Sedangkan dimensi
akuntabilitas menuntut adanya pertanggung jawaban dari para wakil
tentang apa yang telah dikerjakan.
18 Prof. DR. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru.
(Jakarta: 2010) hal 39
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2. Perwakilan Deskriptif (descriptive representation), Para wakil biasanya
merefleksikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tetapi
tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan orang-
orang yang diwakilinya.
3. Perwakilan Simbolik (symbolic representation), Para wakil merupakan
simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili. Seperti
dikatakan Pitkin bahwa ’all reprensetation as kind of symbolization, so
that polical representative is to be understood on the model of flag
representing a cult.’
4. Perwakilan Subtantif (substantive representation), Para wakil bertindak
sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang
diwakilinya atau publik (acting in the best interest of the public).
Cendekiawan Sue Thomas melontarkan lima alasan mengapa
perempuan perlu meningkatkan partisipasinya dalam politik atau
meningkatkan proporsi keterwakilannya dalam jabatan politik adalah sebagai
berikut:
1. Kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, laki-laki dan
perempuan, untuk memangku jabatan politik bisa meningkatkan
legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua
warga negaranya.
2. Warga negara percaya bahwa semua warga negara mempunyai
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan
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keputusan politik. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat
kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan meningkat dan
hal ini bisa membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.
3. Perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Kemampuan,
titik pandang dan ide-ide mereka dapat menguntungkan masyarakat
dengan melibatkan pemegang jabatan laki-laki dan perempuan
sekaligus.
4. Pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan
menyampaikan pesan kepada kaum muda laki-laki dan perempuan
juga warga negara dewasa dari semua kelompok umur, bahwa dunia
politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan, tidak hanya
sebagai wilayah eksklusif laki-laki. Alasan ini didasarkan pada
legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya.
5. Alasan mengenai pentingnya memasukkan perempuan dalam jajaran
pemimpin politik dilandasi oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai pengalaman hidup berbeda. Adanya perbedaan ini, laki-
laki dan perempuan bisa saling mengisi dan menyempurnakan peran
masing-masing. Secara khusus, pembagian tugas berdasar gender
yang berkelanjutan di tempat kerja maupun di rumah dapat berubah
menjadi cara tersendiri untuk memandang usulan legislasi dan agenda
politik berbeda, karena jiwa pengabdian, pemeliharaan, dan
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religiusitas yang mereka punyai, diharapkan akan memberikan cara
yang berbeda dalam kepemimpinan.19
Pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung telah membuka
kesempatan bagi perempuan yang mempunyai kemampuan untuk
menduduki posisi pemegang keputusan, yaitu kepala daerah. Jika
dibandingkan dengan pilkada tidak langsung tentunya sangat jauh berbeda,
bahkan pada era pilkada tidak langsung perempuan belum mewarnai posisi
kepala daerah.
Tentunya UU pilkada dengan mekanisme langsung dipilih oleh rakyat
adalah salah satu affirmative action bagi kaum perempuan selain UU pemilu
tahun 2003 pasal 65 ayat 1 mengenai kuota 30 % keterwakilan perempuan di
legislatif. Tindakan khusus sementara dengan system kuota ini bertujuan
untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis
(critical minority) yang terdiri dari 30 atau 40 % dan diterapkan sebagai
tindakan temporer, dilaksanakan sementara sampai hambatan-hambatan
terhadap masuknya perempuan dapat disingkirkan.20
Penulis melihat Ide inti dari hal tesebut adalah memastikan perempuan
tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. Hal ini berimplikasi terhadap
partisipasi dan keterwakilan perempuan baik dalam  proses pemilihan umum
maupun pengambilan keputusan.
19 Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 4, Desember 2012, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
20 Martha Tilaar. Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia. (Jakarta 2013) Hal.28
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2.3 Makna Elektabilitas
Elektabilitas berasal dari kata electability (bahasa Inggris), diturunkan
dari kata elect (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata elect antara lain
election, electable, elected, electiveness, electability, dan sebagainya.
Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai,
atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum.
Elektabilitas calon tinggi maka kecenderungan calon terpilih dalam
pemilu juga tinggi. Biasanya dasar elektabilitas adalah keterkenalan calondi
masyarakat. Masyarakat yang mengenal calon dengan baik akan
memberikan suaranya bagi calon tersebut.
Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering
disamaartikan, padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang
berbeda meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar.
Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik
dalam arti positif ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan
orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan
dengan jenis jabatan yang ingin diraih.
Menurut Robert Tanembaum, pemimpin politik adalah mereka yang
menggunakan wewenang-wewenang formal untuk mengorganisasikan,
mengarahkan, mengontrol para bawahan atau rakyat yang bertanggung
jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan
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politik yakni kesejahteraan rakyat. Pemilih politik yang rasional keterkaitan
antara kapabilitas dan integritas sangat mempengaruhi elektabilitas. calon
yang diketahui memiliki kemampuan atau kapasitas dalam mensejahterakan
rakyat dengan program. Program unggulan serta memiliki trek record yang
baik dimata masyarakat akan cenderung akan di pilih. Begitu pun dengan
factor integritas yang mana calon tidak hanya beretorika memberikan janji-
janji politik saat kampanye, tetapi membuktikan ucapannya melalui dengan
kerja nyata untuk rakyat. Beberapa alasan menyebabkan seseorang atau
kandidat punya elektabilitas yg baik adalah kapabilitas dan integritas Adapun
Syarat umum itu, dalam teori politik modern, dirumuskan dalam dua hal, yakni
1. Kapabilitas
Kapabilitas menyangkut kemampuan untuk menjalankan
kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena
ada yang menghendaki menjadi pemimpin dan kemudian memilihnya
sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapi dengan kemampuan yang
memadai untuk mengelola berbagai sumber daya dari orang-orang
yang dipimpinnya agar tidak sampai terjadi konflik satu sama lain.
Kalau pun nantinya ada konflik, maka pemimpin itu harus bisa
menunjukkan bahwa dia bisa mengelola konflik itu bukan hanya agar
konflik itu mereda dan tidak meluas menjadi konflik fisik apalagi
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sampai berdarah -darah, tetapi juga agar dari pengelolaan konflik itu
lahir sebuah konsensus yang disepakati bersama.
2. Integritas
Integritas adalah konsistensi antara tindakan dengan nilai dan
prinsip yang dimiliki oleh seseorang. Menurut kamus besar Bahasa
Indonesia, integritas adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan. Kapabilitas hanya mungkin bisa
menghasilkan ‘produk’ yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya
jika dilengkapi oleh integritas. Kemampuan memimpin dan keabsahan
menjalankan kepemimpinan tidak cukup berarti jika pemimpin itu tidak
memiliki integritas.
Berdasarkan ketiga poin diatas yaitu Elektabilitas, kapabilitas
dan intgritas, maka kita dapat melihat adanya hubungan antara ketiga
poin tersebut yaitu ketika seseorang memiliki integritas atau
kemampuan dan memiliki kualitas yang memberikan gambaran akan
kapabilitasnya lalu ditunjang dengan ketokohan dari orang tersebut,
maka tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya dapat terdongkrak.
Apalagi jika memiliki strategi politik yang pas dalam bertarung pada
pemilihan umum.
Faktor keterpilihan relatif lebih cepat dibentuk dari faktor kemampuan.
Faktor kemampuan umumnya melibatkan komponen akumulasi waktu.
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Berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan visinya-lah seorang calon akan
menentukan kebijakan serta langkah yang akan dia ambil untuk
menyelesaikan permasalahan masyarakat. Begitu pula tuntutan masyarakat
untuk pelayanan publik yang lebih baik secara logika akan lebih dapat
dipenuhi seorang calon yang terpilih dengan faktor kemampuan, bukan
dengan faktor keterpilihan belaka. Perpaduan antara kedua faktor,
keterpilihan dan kemampuan, menjadi kondisi ideal dalam diri seorang calon.
2.4 Kerangka Pemikiran
Pilkada merupakan momentum strategis bagi masyarakat dan partai
politik untuk memilih pemimpin yang populis dan akomodatif terhadap
aspirasi mereka. Melalui pilkada langsung, sebenarnya rakyat sedang
melakukan “transaksi” kekuasaan dengan para calon kepala daerah.
Peran perempuan dalam perpolitikan belum terlalu menonjol. Realitas
keterlibatan perempuan yang rendah selama ini dibidang politik, secara
umum disebabkan budaya patriarki yang hanya menempatkan perempuan
berperan disektor domestik, sementara disektor publik, termasuk politik
seolah-olah domain utama kaum laki-laki. Ketidakadilan seperti ini,
merentang garis pemisah bagi perempuan untuk terjun ke politik.
Fenomena menarik pada tanggal 9 desember diadakan pemilihan
kepala daerah serentak salah satunya di Kabupaten Luwu Utara. Pilkada
Luwu Utara diikuti oleh dua pasangan calon. KPU Kabupaten Luwu Utara
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dalam rapat pleno menetapkan pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum
(Pintar) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan
memperoleh suara sebanyak 90.824, mengungguli pasangan Arifin Junaidi
(A+R Juna) dengan jumlah suara sebanyak 78.614, Jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 220.073. melihat rekapitulasi hasil pemilu tersebut
Indah Putri Indiriani menjadi bupati perempuan pertama di Kabupaten Luwu
Utara.
2.6 Skema kerangka pikir
Kesetaraan Gender Dalam
Pilkada
Elektablitas
Terpilihnya indah
sebagai bupati
periode 2016-2021
Pemilihan Bupati
di Luwu Utara
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul yang diangkat maka penelitian ini akan
dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan asumsi bahwa di
Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang
dilaksanakan pada 9 Desember 2015, dapat dimenangkan oleh Calon Kepala
Daerah Perempuan yang sekaligus menjadi Kepala Daerah pertama di
Sulawesi Selatan yang berasal dari kaum perempuan.
3.2Dasar Dan Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui
pendekatan  kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-
angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan
lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.
Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin
menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci
dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam
penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori
yang berlaku dengan menggunakkan metode diskriptif.
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Tipe Penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan
gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang
bentuk kesetaraan gender pemanfaatan isu kesetaraan gender dalam pilkada
Luwu Utara 2015.
3.3Sumber Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis
sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek
penelitian. Peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta lapangan.
Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil
wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti
turun langsung dilapangan tepatnya di Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan
untuk mengumpulkan berbagai bentuk data seperti rekaman hasil wawancara
dan foto kegiatan lapangan.
Penulis juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, Koran
mengenai kajian terkait dengan pemilukada di Kabupaten Luwu Utara.
Terdapat juga situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang
lebih akurat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah 2015 di
Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap
relevan dan berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.
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3.5Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran penelitian
adalah informasi dan referensi. Penulis menggunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi
atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (indep
interview). Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara.
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara yang
mendalam menggunakan wawancara (interview guide) agar wawancara tetap
berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat
pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan
faham dan berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Pemilihan
informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan
penelitian dalam memperoleh data yang akurat.
Adapun mekanisme wawancara yang peneliti lakukan disini adalah
peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan berkembang dalam wawancara.
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Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi
yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan, serta
pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang
dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi.
Penulis selanjutnya mencari informan yang sesuai dengan karakteristik
subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya
kepada informan tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah informan
bersedia untuk diwawancarai, penulis membuat kesepakatan informan
masalah mengenai waktu tersebut mengenai waktu dan tempat untuk
melakukan wawancara adapun narasumber yang dipilih oleh penulis
rinciannya sebagai berikut :
 Indah Putri Indriani
 Camat
 partai politik pengusung
 tokoh adat
 tokoh masyarakat
 tokoh agama
 akademisi
 lembaga swadaya masyarakat
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Observasi
Dengan teknik observasi / pengamatan secara langsung di obyek
penelitian, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai apa yang Indah
fikirkan sebelum ia mencalonkan sebagai Bupati Luwu Utara sehingga ia
berani maju untuk melawan Bupati Incumbent, serta  bagaimana Partai
Pengusung pasangan Indah Putri Indriani- Thahar Rum, Tim Sukses
Pasangan Indah Putri Indriani- Thahar Rum memutuskan untuk mendukung
dan menjatuhkan pilihannnya pada pasangan Indah-Thahar.
Dokumentasi
Penggunaan teknik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data /
informasi yang berasal dari arsip laporan, termasuk data yang terdapat di
instansi-instansi terkait dan dokumen tertulis lainnya seperti literaturliteratur
yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penulis memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
Penelitian ini berakhir ketika penulis sudah merasa data yang didapatkan
sudah cukup untuk menjawab permasalah yang diteliti. Penulis juga
melakukan kajian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan
sesuai dengan objek penelitian. Adapun komponen narasumber yang akan
penulis wawancarai adalah sebagai berikut:
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1. Indah Putri Indriani selaku Bupati Terpilih Kabupaten Luwu
Utara.
2. Camat di kabupaten Luwu Utara
3. Partai Pengusung pasangan Indah Putri Indriani- Thahar Rum.
4. Tim Sukses Pasangan Indah Putri Indriani- Thahar Rum.
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.
6. Akademisi dan Pengamat Politik Gender.
3.6 Teknik Analisa Data
Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses
pengumpulan data berlangsung secara terus menerus. Data dan informasi
yang telah dikumpulkan peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Analisis ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi
dilokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat
digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan
dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal. Analisis data
dilakukan melalui empat jalur, yakni :
1. Pengelompokkan Data
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis
dalam rangkaian analisis data, untuk mengelompokkan hasil temuan,
diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil studi pustaka
yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh oleh penulis.
2. Reduksi Data
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Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting
sehingga kesimpulan akhir didapatkan. Pada tahap ini dilakukan proses
penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan serta pengabstraksian data
dari field note dan hasil wawancara yang berupa hasil rekaman MP3,
Field note dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer
data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Upaya
meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan, selanjutnya
peneliti melakukan pengkategorian data menurut kebutuhan peneliti. Hal
ini dilakukan untuk membantu penulis menganalisa data dan
memasukkannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil
penelitian.
3. Analisis isi
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data dari setiap
instrument penelitian yang digunakan untuk mendapatkan tingkat
perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap instrument temuan
baik hasil wawancara, studi pustaka dan dokumen.
4. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis
berdasarkan hasil isi (content analysis) yang dilakukan untuk
memperjelas hasil temuan selanjutnya diinterpretasikan dan disajikan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini penulis akan memaparkan beberapa aspek yakni Gambaran
umum Kabupaten Luwu Utara, data suara pada Pilkada Luwu Utara , profil
pasangan Indah Thahar. Gambaran umum meliputi sejarah Kabupaten Luwu
Utara , keadaan geografis, Peta Kabupaten Luwu Utara, Keadaan Demografi,
dan keadaan pemerintahan. Data suara pada Pilkada Luwu Utara meliputi
data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih menurut Kecamatan, data
perolehan suara menurut Kecamatan, dan data perolehan suara dan partai
pengusung tiap calon.
4.1 Gambaran umum Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 Kecamatan dan dibagi lagi
menjadi sebanyak 172 Desa dan 7 Kelurahan. Luwu Utsara pada dasarnya
dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah
dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di
atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan
ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.
4.1.1 Sejarah kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor
13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, dengan
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maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan
pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan
mutu pelayanan publik. Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan  berada  dalam  bingkai  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam
Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ,dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bagian dari
upaya mewujudkan tujuan nasonal, memberikan kewenangan yang lebih luas
dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan
urusan pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan   Kabupaten   Luwu   Utara   dan   Peraturan   Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana
Lili. sanjutnya pada tahun 2015 Kecamatan Limbong diubah menjadi
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Kecamatan Rongkong sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah
Kabupaten  Luwu  Utara  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang Perubahan Nama
Kecamatan Limbong Menjadi Kecamatan Rongkong.
4.1.2 Keadaan geografis
Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu Kabupaten di
bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu
kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar
7.843,57 Km² terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan
yang terdiri dari 4 kelurahan dan 169 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang
mengaliri wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai terpanjang adalah Sungai
Rongkong dengan panjang 108 Km.
Kabupaten Luwu Utara mempunyai 12 Kecamatan, Kecamatan seko
merupakan Kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11 %
dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan
yang terletak paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara , yakni berjarak
198 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km²
atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan
Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75Km² atau 1,25 % dan pada tahun
2012 di bentuk satu kecamatan baru yang pemekarannya dari kecamatan
Bone-Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 01
tahun 2012 tanggal 05 April 2012 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor :
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19 Tahun 2012 Tanggal 04 Juni 2012 tentang pembentukan Kecamatan
Tana Lili dengan jumlah 10 Desa.
Kabupaten Gowa yang memiliki Luas Wilayah 7.502, 58 kilometer
yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah
Kecamatan Seko dengan luas mencapai 2.109,19 atau dengan persentase
28,11 dan Kecamatan Malangke Barat dengan luas 93,75 atau persentase
1,25 sebagai wilayah terkecil yang berada di kabupaten Luwu Utara.21
Tabel 2. Luas Wiliayah Menurut Kecamatan
Sumber: BPS Luwu Utara tahun 2016
21 BPS Kabupaten Gowa Tahun 2016
No Kecamatan Luas (km2) Persentase
1 Sabbang 525,08 7,00
2 Baebunta 295,25 3,94
3 Malangke 350,00 4,67
4 Malangke barat 93,75 1,25
5 Sukamaju 255,48 3,41
6 Bone-bone 122,23 1,75
7 Masamba 1.068,85 14,25
8 Mappideceng 275,50 3,67
9 Rampi 1.565,65 20,87
10 Limbong 686,50 9,15
11 Seko 2.109,19 28,11
12 Tana lili 155,1 1,95
Jumlah 7.502,58 100,00
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Susunan Kecamatan Terkecil hingga terluas adalah Kecamatan
Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan
Sukamaju, Kecamatan Mappicedeng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan
Malangke, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi,
Kecamatan Seko.
4.1.3 peta wilayah kabupaten Luwu Utara
Sumber: BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2016
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4.1.4 Keadaan Demografi
Penduduk Luwu Utara Secara keseluruhan jumlah penduduknya yang
berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dari pada penduduk yang berjenis
kelamin laki-laki.
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Tahun 2014 Menurut Kecamatan
Sumber: BPS Kab.Luwu Utara Tahun 2016
Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan BPS Kabupaten Luwu
Utara tahun 2015 berjumlah 302.687 Jiwa dengan Penduduk berjenis
kelamin laki-laki sebesar 151 993 jiwa dan penduduk berjenis kelamin
perempuan sebesar 150.694 jiwa. Kecamatan Masamba yang memiliki
penduduk perempuan terbanyak dengan jumlah 17.970 penduduk terbesar
diantara 12 kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015.
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sabbang 18.719 18.665 37.384
2 Baebunta 22.671 22.479 45.150
3 Malangke 13.833 13.702 27.535
4 Malangke barat 12.094 12.041 24.135
5 Sukamaju 20.881 20.739 41.620
6 Bone-bone 13.322 12.927 26.249
7 Tana lili 11.254 10.991 22.245
8 Masamba 17.277 17.970 35.247
9 Mappideceng 11.580 11.509 23.089
10 Rampi 1.672 1.462 3.134
11 Limbong 2.031 1.863 3.894
12 Seko 6.659 6.346 13.005
Jumlah 151 993 150.694 302.687
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Kabupaten Luwu Utara mempunyai jumlah penduduk sebesar 302.687
jiwa dengan perbedaan selisih antara penduduk berjenis kelamin perempuan
dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.299 jiwa
dengan jumlah penduduk berusia 0-4 tahun sebanyak 71.465 jiwa.
Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Tahun 2014 Menurut Umur
Sumber: BPS Kabupaten Luwu UtaraTahun 2016
4.1.5 Visi dan Misi
Setiap Daerah yang ada di Indonesia,  baik ditingkat Provinsi,
kabupaten atau kota , Kecamatan, Kelurahan atau desa  pasti memilki Visi
dan Misi yang dijadikan pedoman untuk mengembangkan daerahnya.Hal ini
juga dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara yang memiliki visi dan Misi guna
No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 – 4 16.283 15.841 32.124
2 5 – 9 16.652 15.817 32.469
3 10 – 14 16.548 16.030 32.578
4 15 – 19 14.585 13.206 27.891
5 20 – 24 11.067 11.124 22.191
6 25 – 29 11.407 12.378 23.785
7 30 – 34 11.185 11.951 23.136
8 35 – 39 11.390 11.315 22.705
9 40 – 44 9.875 9.540 19.415
10 45 – 49 8.552 8.335 16.887
11 50 – 54 6.646 6.961 13.607
12 55 – 59 5.630 5.484 11.114
13 60 – 64 4.194 4.213 8.407
14 65 + 7.879 8.499 16.378
Total 151.993 150.694 302.687
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memajukan Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih baik kedepannya. Visi
Kabupaten Gowa adalah: ”Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan
yang Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”. Sejalan
dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi
obyektif yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara, dirumuskan Misi Kabupaten
Luwu Utara, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Religius, Bersih, Efektif,
Demokratis dan Terpercaya
2. Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya
dan Masyarakat Hukum Adat
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Iklim
Investasi
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat
6. Mewujudkan PenurunanTingkat Ketimpangan Pendapatan Regional dan
Penciptaan kondisi Keamanan yang Kondusif.
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara diatas, merupakan Visi dan Misi
yang dipakai oleh pasangan Indah-Thahar saat masa Kampanye Pilkada.
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Selain Visi-Misi Pasangan Indah-Thahar juga menyusun adanya 11 (sebelas)
Program Kerja Prioritas yakni :
1. Program Pengembangan Sistem e-Budgeting bagi Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana regulasi yang telah disyaratkan
2. Membangun pusat pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan secara
Cepat dan Terpadu (CARESTER= Care and Rescue Center)
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan
pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa dengan program sarjana
membangun desa
4. Program Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan serta pemberian
beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi
5. Program Pembangunan Infrastruktur monumental kota dan Perdesaan
dalam mendukung keberadaan investor berupa Kawasan Kota BERKILAU
(Bersih, Ramah, Rukun, Indah dan Aman untuk Semua) dengan penuntasan
pembangunan jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba,
Pembangunan jalan-jalan dalam kota penghubung jalan Lingkar Utara dan
Selatan, pembuatan median jalur 2 untuk jalan utama dalam kota, penataan
taman dan RTH, pembangunan Islamic Center/Mesjid Agung dan
pembangunan infrastruktur layanan lainnya yang berarsitektur modern,
Pembangunan Kawasan Industri Luwu Utara (KILU), Sentra ekonomi,
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Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan Ekonomi (JALAN LINGKAR
EKONOMI) dan Jaringan Irigasi
6. Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis dengan Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekonomi
Kerakyatan.
4.1.6 Pemerintahan
Kabupaten Luwu Utara hingga tahun 2015 telah memiliki 12 (dua
belas) kecamatan dengan penyebaran desa atau kelurahan sebagai berikut :
Kecamatan Sabbang (19 Desa, 1 kelurahan), Kecamatan Baebunta (21
Desa, 1 Kelurahan), Kecamatan Malangke (14 Desa), Kecamatan Malangke
Barat (13 Desa), Kecamatan Sukamaju (26 Desa), Kecamatan Bone-Bone
(11 Desa, 1 kelurahan), Kecamatan Tanalili (10 Desa), Kecamatan Masamba
(18 Desa, 1 Kelurahan), Kecamatan Mappadeceng (15 Desa), Kecamatan
Rampi (6 Desa), Kecamatan Limbong (7 Desa), Kecamatan Seko (12 Desa).
Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara berada pada tingkat II yang
artinya pemimpin daerah Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh Bupati.
Sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun
1999 sampai sekarang telah mengalami 6 (enam) kali pergantian Bupati.
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Tabel 5. Data Nama Bupati Kabupaten Luwu Utara
Urutan Nama Masa Jabatan
I Lutfi A. Mutty 1999-2000 (Carateker)
II Lutfi A. Mutty 2001-2010
III A. Muallim 2010 (Caretaker)
IV A. Herry Iskandar 2010 (Caretaker)
V Arifin Junaidi 2010-2015
VI Ilham A. Gazaling 2015-2016 (Caretaker)
VII Indah Putri Indriani 2016-2021
Sumber : BPS Kab Luwu Utara Tahun 2016
Kegiatan pemerintahan dalam suatu daerah juga ditunjang oleh adanya
aparat pemerintahan yaitu pegawai Negeri sipil.
Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/A (Penata Muda) yang
berjenis kelamin laki-laki berjumlah 669 orang merupakan jumlah terbanyak
dan jumlah terkecil adalah I/B (Juru Muda Tingkat I) dengan jenis kelamin
perempuan 4 dan tidak memiliki PNS yang berjenis kelamin laki-laki.
Kabupaten Luwu Utara memiliki Jumlah Pegawai Negeri Sipil dari
keseluruhan golongan berjumlah 5.862 orang dengan pegawai Negeri Sipil
berjenis kelamin laki-laki 3.155 orang dan Pegawai Negeri Sipil berjenis
kelamin perempuan sebanyak 2.707 orang.
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Tabel 6. Data PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Golongan Kepangkatan
Jenis Kelamin
JumlahPerempuan Laki-Laki
I/A (Juru Muda) 20 1 21
I/B (Juru Muda Tingkat I) 4 - 4
I/C (Juru) 35 21 56
I/D (Juru Tingkat I) 7 - 7
Golongan I / Range I 66 22 88
II/A (Pengatur Muda) 197 222 419
II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 218 122 340
II/C (Pengatur) 197 104 301
II/D(Pengatur Tingkat I) 65 180 245
Golongan II/Range II 677 628 1.305
III/A (Penata Muda) 351 669 1.020
III/B (Penata Muda Tingkat I) 341 561 902
III/C (Penata) 333 443 776
III/D (Penata Muda) 354 358 712
Golongan III/Range III 1.379 2.031 3.410
IV/A (Pembina Muda) 333 274 607
IV/B (Pembina Muda Tingkat I) 230 195 425
IV/C (Pembina) 21 4 25
IV/D (Pembina Tingkat I) 1 1 2
Golongan IV/Range IV 585 474 1.059
Total 2.707 3.155 5.862
Sumber : BKDD Kab. Luwu Utara Tahun 2016
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Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Utara dengan pendidikan
terakhir Sarjana (S-1) memilki jumlah terbanyak dengan 1.544 orang,
sedangkan PNS dengan tingkat pendidikan terakhir Doktor (S3) memiliki
jumlah yang paling sedikit diantara PNS menurut tingkat pendidikan.
Tabel 7. Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tingkatan Pendidikan
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki Perempuan
SD 35 - 35
SMP 57 21 78
SMA 735 551 1.286
Diploma 260 649 909
S1 1.544 1.906 3.450
S2 76 28 104
S3 - - -
Total 2.707 3.155 5.862
Sumber : BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2016
Kegiatan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara selain dijalankan oleh
Pegawai Negeri sipil, Pemerintahan juga bekerjasama dengan para anggota
eksekutif. Salah satu lembaga eksekutif adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Luwu utara dari Partai Politik Gerindra
memiliki jumlah terbanyak yang menduduki Kursi di DPRD sedangkan Partai
Demokrat, PKS, PPP, dan PKB memiliki jumlah yang paling sedikit di DPRD
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yakni 2 anggota, sedangkan hanya Partai Golkar yang memiliki anggota
berjenis kelamin perempuan yakni 2 orang.
Tabel 8. Data Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Sumber : BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2016
Perolehan suara Partai Politik Pada pemilu Legislatif Tahun 2015
dimiliki oleh Partai Golkar dengan 43.526 Suara pada Tingkat DPRD Provinsi
dan 31.397 suara pada tingkat DPRD Kabupaten sedangkan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1.003 suara di tingkat DPRD
Provinsi dan 1.288 pada tingkat DPRD Kabupaten.
Partai Politik Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
GOLKAR 5 2 7
PAN 4 - 4
HANURA 4 - 4
PDIP 3 - 3
DEMOKRAT 2 - 2
PKS 2 - 2
PPP 2 - 2
PKB 2 - 2
NASDEM 3 - 3
GERINDRA 6 - 6
Total 33 2 35
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Tabel 9. Data suara Partai Politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2015
Sumber : BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2015
4.2 Data Suara pada Pilkada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015
Jumlah daftar pemilih yang diambil dari jumlah penduduk yang telah
memenuhi syarat untuk dapat memilih di Kabupaten Luwu Utara dalam
Pilkada tahun 2015 sebanyak 223.426 suara dengan Jumlah suara sah
169.464 suara dan suara tidak sah 1.066 dengan persentase suara 99,28%.
Partai Politik DPRD Provinsi DPRD Kabupaten
Partai Nasdem 12.141 11.971
PKB 8.349 10.507
PKS 8.210 11.700
PDIP 15.892 14.150
Partai Golkar 43.526 31.397
Partai Gerindra 20.086 23.954
Partai Demokrat 11.673 11.037
PAN 10.092 13.371
PPP 10.853 11.473
Partai Hanura 11.596 17.972
PBB 8.345 8.087
PKPI 1.003 1.288
Total 161.766 166.907
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Tabel 10. Data Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Pilkada Luwu Utara Laki-Laki Perempuan Total
Pemilih 112.012 111.541 223.426
Pengguna Hak Pilih 83.768 86.281 170.775
Partisipasi 74.78% 77.42% 76.43%
Sumber: KPU Kab. Luwu Utara Tahun 2016
Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang berjenis kelamin
perempuan lebih banyak dengan persentase 77,42% dibanding pemilih
berjenis kelamin laki-laki sebesar 74,78% saja.
Pengguna Hak pilih yang yang mencapai total 170.775 dari pemilik
suara yang berjumlah 223.426 suara dengan perempuan sebagai pemilih
yang lebih banyak sebesar 111.541 suara dibanding pemilih yang berjenis
kelamin laki-laki dengan 112.012 suara.
Kecamatan Baebunta memiliki jumlah pemilih terbesar yaitu 33.543
suara dan pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Baebunta
sebanyak 25.567 suara, sedangkan Kecampatan Rampi merupakan
kecamatan yang memiliki jumlah pemilih terkecil yakni 2.041 suara dan
pemilih yang menggunakan hak pilih di kecamatan Rampi sebanyak 1.715
suara .
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Tabel 11. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Menurut Kecamatan
No Kecamatan Pemilih Pengguna Hak Pilih
1 Baebunta 33.543 25.567
2 Bone-Bone 18.499 14.277
3 Limbong 2.753 2.110
4 Malangke 20.724 14.894
5 Malangke Barat 18.657 13.646
6 Mappadeceng 16.563 13.521
7 Masamba 24.422 18.869
8 Rampi 2.041 1.715
9 Sabbang 27.355 21.244
10 Seko 9.157 7.389
11 Sukamaju 33.289 25.068
12 Tana Lili 16.423 12.495
Sumber: KPU Kab. Luwu Utara Tahun 2016
Suara yang dimiliki tiap Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
pada pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 berbeda di tiap kecamatan dan
menempatkan pasangan Adnan-Kio yang dapat unggul pada 8 kecamatan
dengan sebaran suara yang berbeda di tiap kecamatan.
Pasangan Indah Putri – Thahar rum Unggul sebanyak 8 (delapan)
Kecamatan Baebunta, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Mappadeceng,
Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan
Sukamaju dan Kecamatan Tana lili dari 12 (dua belas) Kecamatan yang
berada di Kabupaten Luwu Utara.
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Tabel 12. Data Suara Tiap Pasangan Menurut Kecamatan
Sumber: KPU Kab. Luwu Utara Tahun 2016
No Kecamatan
Indah - Arifin -
Tahar (1) Abdullah (2)
1 Baebunta 14.301 10.975
2 Bone-Bone 9.005 5.176
3 Limbong 991 1.109
4 Malangke 6.817 7.981
5 Malangke Barat 5.841 7.734
6 Mappadeceng 7.433 6.001
7 Masamba 9.507 9.122
8 Rampi 983 721
9 Sabbang 10.473 10.651
10 Seko 4.437 2.916
11 Sukamaju 13.709 11.152
12 Tana Lili 7.328 5.077
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Kesetaraan Gender Dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2015
Kesetaraan gender dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2015 dapat
dikatakan setara atau seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan
keikutsertaan calon perempuan sebagai calon Bupati berhadapan dengan
calon bupati laki-laki, sehingga proporsi perempuan dan laki-laki dalam
perebutan kekuasaan eksekutif di Luwu Utara tercapai atau dapat dikatakan
seimbang. Calon bupati perempuan yang mengikuti pilkada yakni Indah Putri
Indriani, sedangkan calon bupati laki-laki yakni Arifin Djunaidi.
Majunya calon Bupati perempuan memberi pilihan yang lebih beragam
bagi masyarakat Luwu Utara dalam memilih calon bupati yang akan
memimpin untuk satu periode ke depan. Dengan demikian, stigma
masyarakat bahwa yang dapat menjadi pemimpin hanya laki-laki sudah
terbantahkan. Apalagi, calon Bupati perempuan yang merupakan kali
pertama sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk, di luar dugaan mampu
merebut kursi orang nomor satu di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini tidak lepas
dari sejumlah harapan yang ingin direalisasikan oleh Indah Putri Indriani
untuk memajukan Kabupaten Luwu Utara periode 2015-2020. Harapan Indah
Putri Indriani dalam memimpin Luwu Utara, yaitu ingin memajukan bidang
pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.
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Pilkada yang diikuti oleh Indah Putri Indriani merupakan bagian dari
pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang diselenggarakan pada
tanggal 9 Desember 2015, turut diikuti oleh 11 Kabupaten yang ada di
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba,
Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru,
Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara,
Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.
Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Luwu Utara, selain
diikuti pasangan Indah Putri Indriani dan Muh. Thahar Rum, juga diikuti oleh
pasangan Arifin Djunaidi dan Andi Abdullah Rahim. Pemilihan Bupati Luwu
Utara periode 2015-2020 yang diikuti oleh dua pasangan calon, menjadikan
pemilihan di Kabupaten Luwu Utara menjadi sorotan publik. Hal ini
diakibatkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara periode
2010-2015 yaitu Arifin Djunaidi dan Indah Putri Indriani saling bersaing untuk
menduduki jabatan Bupati Luwu Utara periode 2015-2020. Selain itu,
majunya Indah Putri Indriani juga menjadikan Kabupaten Luwu Utara menjadi
salah satu daerah yang memiliki Calon Bupati perempuan di Pilkada serentak
Sulawesi Selatan tahun 2015, selain Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten
Gowa.
Kedudukan perempuan dan laki-laki sama di mata negara, namun
masalahnnya tergantung dari diri individu tersebut apakah ingin berkontribusi
atau tidak berkontribusi. Lagi pula melakukan pekerjaan dengan terobosan-
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terobosan baru tidak memandang yang melakukannya apakah itu laki-laki
ataupun perempuan. Hal ini juga tercermin dalam sejarah pemimpin-
pemimpin di kerajaan Luwu tidak lepas dari sejarah kepemimipinan Batara
Guru (Datu/Pajung I). Datu merupakan gelar yang diberikan kepada
penguasa dalam pemerintahan di kedatuan Luwu. Jabatan tersebut
merupakan jabatan turun temurun dari garis keturunan raja. Pajung
merupakan gelaran yang diberikan oleh Dewan adat Luwu kepada seorang
datu setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak semua datu
bergelar pajung tetapi semua pajung adalah Datu karena yang berhak
diangkat menjadi Pajung hanya seorang yang sedang menjabat sebagai
Datu.
Disepanjang sejarah kedatuan Luwu, daerah ini pernah dipimpin oleh
Datu perempuan. Sejak masa kepemimpinan Datu/Pajung perempuan di
kedatuan Luwu, terjadi berbagai kemajuan di kedatuan Luwu itu sendiri baik
dari segi politik, hukum maupun dalam segi perdagangan yang mampu
menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Datu/Pajung perempuan yang
pernah memerintah di Kadatuan Luwu yakni Pajung/Datu X bernama Datu Ri
Sao Lebbi yang dikenal dengan sikap tenang berpadu dengan keberanian
yang menjadikannya pemimpin yang cukup arif di masanya. Kedua yakni
Pajung/Datu XIV bernama Pajung/Datu We Tenri Rawe yang memerintah
Luwu dengan sikap tegas sehingga membawa perkembangan yang pesat
pada bidang perdagangan sehingga mendatangkan kemakmuran bagi
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masyarakat Luwu, selain itu sistem hukum pada masa itu semakin ditegakkan
dimana setiap pelanggaran hukum berat akan dipenggal. Ketiga yakni
Pajung/Datu Luwu XXIV dan XXVI bernama Pajung/Datu We Tenri Leleang
Petta Matinroe Ri Soreang yang memerintah Luwu sebanyak dua kali tetapi
karena peristiwa pembunuhan suami pertamanya yang dilakukan oleh
saudaranya sendiri menyebabkan kondisi politik di Luwu agak sedikit
terganggu pada saat itu. Keempat yakni Pajung/Datu XXVIII bernama  We
Tenri awaru.
Majunya Indah Putri Indriani, terinspirasi dari sejarah kedatuan Luwu
tersebut, dimana pada masa kerajaan Luwu yang dulu wilayahnya mencakup
Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu
Timur, pernah dipimpin oleh srikandi-srikandi terbaik yang bukan hanya
pandai memimpin tetapi juga menjadi pemimpin yang disenangi dan disegani
oleh warganya.
Inspirator ini yang coba diikuti oleh Indah dengan cara mencalonkan
diri sebagai calon Bupati di Kabupaten Luwu Utara. Terlebih, selama ini
belum pernah ditemui Kepala Daerah perempuan di wilayah yang dulunya
dibawahi oleh Kedatuan Luwu. Keinginan Indah untuk membawa perubahan
di Kabupaten Luwu Utara coba dijabarkan dengan melihat apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat pada umumnya, apa yang menjadi kebutuhan kaum
perempuan pada khususnya, serta mencoba meyakinkan masyarakat untuk
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menjatuhkan pilihan kepadanya. Indah meyakini bahwa di Kabupaten Luwu
Utara yang mesti diperbaiki adalah pelayanan publik sehingga Indah sebagai
perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki pelayanan
publik yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini sesuai pengakuan Indah
Putri Indriani bahwa :
“saya ingin memberikan yang terbaik dengan porsi yang
berbeda kepada masyarakat, kemudian saya juga berangkat
dari sejarah kedatuan Luwu bahwa ada pemimpin perempuan
yang cukup berhasil yang kemudian menjadi inspirasi bagi
saya. Apalagi basicly perempuan itu dasarnya melayani,
sementara sekarang ini paradigma pemerintahan sekarang
sudah berubah, bukan lagi paradigma kekuasaan tetapi
paradigma pelayanan.”22
Berdasarkan penuturan diatas, maka jelas terlihat bahwa Indah Putri
Indriani walaupun bukan putri asli daerah tetapi masih melihat bahwa
kearifan lokal yang ada di Luwu Utara masih harus dipertahankan. Termasuk,
masalah pemimpin yang pernah tercatat dalam sejarah kedatuan Luwu.
Masyarakat Luwu Utara dalam memilih calon pemimpinnya sadar akan
kesetaraan gender sehingga mereka tidak lagi termakan oleh kampanye atau
isu gender tetapi mereka lebih menekankan pada program kerja yang
ditawarkan calon melalui visi-misi pada saat kampanye serta melihat
bagaimana track record dari calon yang akan di pilih. Hal ini bukan berarti
bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung
22 wawancara 27 Juni 2016, pukul 19.00 WITA
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jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan
sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender adalah tidak adanya
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh
kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau dalam mengakses
pelayanan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia pasal 43 menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berhak
turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan
wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, serta masyarakat dapat diangkat dalam
setiap jabatan pemerintahan.
Pemilihan Bupati Luwu Utara tahun 2015 diwarnai dengan adanya, isu
gender dan isu pendatang. Hal ini diakibatkan oleh munculnya Indah sebagai
calon Bupati, yang merupakan calon Bupati perempuan dan bukan putri
daerah Luwu Utara, karena Ayahnya berasal dari Kabupaten Pinrang
sedangkan Ibunya berasal dari Kabupaten Enrekang sehingga sebelum
pemilihan, beredar kampanye hitam yang merambah isu gender dan isu
pendatang. Isu gender yang beredar yaitu perempuan tidak mampu untuk
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memimpin Luwu Utara yang sudah heterogen, karena selama ini yang
memimpin Luwu Utara hanya mereka yang berasal dari kaum adam dan
hanya kaum adam yang mampu untuk memimpin Luwu Utara, terlebih
adanya pemimpin yang sudah memiliki bukti nyata di masyarakat Luwu Utara
yang juga berasal dari kaum adam, yaitu Calon Bupati Petahana. Padahal,
hal ini sudah di lindungi oleh UU No. 39  tahun 1999 tentang HAM terutama
pada pasal 43.
Isu Pendatang yang beredar di masyarakat yaitu untuk apa
mengharapkan pemimpin pendatang sedangkan Luwu Utara masih memiliki
banyak bibit-bibit pemimpin lokal yang handal dan mampu untuk membuat
perubahan besar terhadap kemajuan Luwu Utara yang juga mereka jauh
lebih mengetahui seluk beluk Luwu Utara.
Hal ini sesuai dengan penuturan Indah Putri Indriani, mengatakan
bahwa:
“bukan persoalan Indah-nya, tetapi ini persoalan memberikan
kesempatan pada perempuan dan kalau kesempatan ini
terbuka, maka kedepan akan lahir Indah-Indah yang lain.”23
Indah tidak mempersoalkan masalah siapa yang akan memimpin
Kabupaten Luwu Utara, hanya saja jika kesempatan terbuka kepada Indah
untuk memimpin kabupaten Luwu Utara lima tahun kedepan maka akan
23 wawancara  27 Juni 2016, pukul 19.00 WITA
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muncul Indah-Indah yang lain dan ini merupakan contoh kepada perempuan
yang ada di Luwu Utara agar dapat ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah. menurut Jahir,S.Sos selaku Camat Tanalili
bahwa:
“masyarakat, khususnya dalam hal ini perempuan, sangat aktif
memperjuangkan kaumnya. Dimana masyarakat pendukung ibu
Indah berasal dari kaum perempuan. Hal ini merupakan suatu
peningkatan dalam kesetaraan gender, jadi turut membuka
mata masyarakat bahwa politik itu sudah bukan hanya milik
kaum adam tetapi juga kaum hawa dapat berpartisipasi di
dalamnya. Apalagi mereka beranggapan bahwa kapan lagi
kaum hawa akan menjadi pemimpin kalau bukan sekarang.
Selain itu, Ibu Indah juga tidak membedakan antara kaum adam
dan kaum hawa. Hal ini dibuktikan pada saat kampanye politik,
di mana ibu Indah tidak membedakan antara kaum adam dan
kaum hawa. Walaupun memang mayoritas pendukung Ibu
Indah berasal dari kaum hawa. Adapun isu pendatang yang
beredar yaitu kenapa memilih pendatang padahal ada putra
daerah. Namun hal itu tidak berpengaruh.”24
Pernyataan diatas menunjukkan kaum hawa yang ada di Luwu Utara
cenderung bertujuan untuk memenangkan Indah Putri Indriani karena mereka
merasa sama-sama perempuan dan ingin menujukkan bahwa politik
bukanlah identik dengan laki-laki tetapi perempuan juga dapat terlibat
didalamnya sehingga mereka dapat menunjukkan kualitas yang dimiliki oleh
perempuan serta dapat menunjukkan kontribusi nyata bagi Luwu Utara.
Masa pendaftaran calon Bupati, selain masyarakat Luwu Utara, parpol
yang ada di Luwu Utara turut ambil bagian dalam mendukung calon Bupati
24 wawancara 20 Juli  2016, pukul 14.00 WITA
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dan calon Wakil Bupati dengan mengeluarkan surat rekomendasi yang
digunakan untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati
Luwu Utara. Pada saat itu terdapat empat parpol pengusung yaitu PDIP,
GERINDRA, NASDEM DAN DEMOKRAT. Parpol ini kesemuanya
merekomendasikan Indah sebagai bentuk penghargaan dalam kesetaraan
gender dengan melihat visi-misi dan program kerja yang ditawarkan calon
Bupati dan calon Wakil Bupati serta melihat elektabilitasnya.
Diusungnya Indah sebagai calon Bupati oleh Partai Gerindra karena
Partai Gerindra memiliki visi-misi yang sama dengan pasangan Indah-Tahar
dan Partai Gerindra menginginkan dalam kepemimpinan sebagai bupati
kelak, Indah memberikan yang terbaik untuk masyarakat Luwu Utara.
Menurut Rahmat Laguni, selaku pengurus Partai Gerindra bahwa:
“memang visi misi, program adinda ini dan waktunya sepaham dengan
Gerindra. Kami tidak mempermasalahkan isu perempuan, yang
penting beliau bisa bekerjasama dengan partai pengusung dan bisa
berbuat untuk masyarakat.”25.
Masyarakat telah melihat kinerja Indah saat menjabat sebagai Wakil
Bupati periode 2010-2015. Kinerja Indah yang sangat disenangi yaitu sering
mendatangi masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka lalu berusaha
mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Luwu
Utara sesuai dengan aspirasi yang telah mereka sampaikan serta Indah tidak
25 wawancara 11 juli 2016, pukul 14.00 WITA
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segan meminta kritik dan saran dari masyarakat untuk dijadikan bahan
introspeksi diri.
Menurut Rudi hartono, S.E selaku pengurus Partai Nasdem, bahwa:
“Partai Nasdem dalam mengusung calon berdasarkan hasill
Survey. Apalagi Ibu Indah memiliki kinerja yang cukup baik.
Selain itu, Ibu Indah juga cukup banyak turun ke lapangan
sehingga itu menempatkan Ibu Indah memiliki hasil Survey
yang baik. Mengenai isu Gender, masyarakat harus memahami
dan melihat, bahwa kita ini mencari pemimpin Daerah bukan
pemimpin agama. Indonesia ini beraneka ragam sehingga
mengenai perempuan ya kita kembalikan pada hakikatnya
bahwa siapapun orang yang mampu untuk memimpin ya pasti
akan diberikan kesempatan.”26
Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa partai Nasdem
mengusung Indah sebagai calon Bupati karena partai Nasdem melihat Indah
memiliki survey yang sangat tinggi dan memiliki kinerja yang baik semasa
menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2010-2015 kemudian masyarakat
banyak mengenal karena Indah banyak terjun ke lapangan dengan
keramahan yang Indah miliki.
Menurut bapak Rahmat Laguni selaku anggota partai Gerindra bahwa:
“Indah Putri Indriani cukup memperhatikan kalangan gender
dan pembangunan di Luwu Utara, dan memang Ibu Indah
sangat diinginkan oleh masyarakat untuk memimpin Luwu Utara
semenjak beliau menjabat Wakil Bupati. Hal ini tidak terlepas
dari pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat semenjak
beliau masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Bagi saya,
perempuan dan laki-laki tidak menjadi masalah yang terpenting
26 wawancara 8 Juli 2016, pukul 10.00 WITA)
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niat sucinya untuk membangun Luwu Utara yang lebih baik dari
kemarin.”27
Penelitian dilapangan menunjukkan adanya kesetaraan gender ditengah-
tengan masyarakat Luwu Utara. Hal ini di buktikan dengan porsi calon Bupati yang
seimbang antara calon Bupati laki-laki dan calon Bupati perempuan. Selain itu
terpilhnya Indah semakin menunjukkan bahwa masyarakat Luwu Utara dalam
memilih pemimpin tidak lagi melihat masalah jenis kelamin melainkan mereka
melihat visi, misi  dan program kerja yang ditawarkan oleh calon Bupati dengan
harapan bahwa visi-misi dan program kerja yang ditawarkan mampu memajukan
Kabupaten Luwu Utara dalam berbagai aspek terutama terhadap kesejahteraan
masyarakat Luwu Utara.
Terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai Bupati merupakan suatu
kemajuan di Kabupaten Luwu Utara. Hadirnya sosok Indah Putri sebagai
Bupati di Luwu Utara diharapkan akan memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat dan mengharapkan keikutsertaan perempuan-
perempuan Luwu Utara dalam memajukan Kabupaten Luwu Utara.
Menjabat sebagai Bupati akan berbeda dengan sewaktu menjabat
sebagai Wakil Bupati. Terpilih sebagai Bupati, Indah akan disibukkan dengan
program-program kerja yang telah dijanjikan saat kampanye. Keyakinan yang
dimiliki Indah bahwa suatu pekerjaan  akan terselesaikan dengan baik berkat
kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Alhasil Ia menyelesaikannya
27 wawancara 11 Juli 2016, pukul 14.00 WITA
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dengan tekun dan cepat. Hal ini sesuai pengakuan Indah Putri Indriani
bahwa:
…“saya akan membuktikan bahwa sebagai seorang perempuan
bahwa saya mampu mengerjakan suatu pekerjaan sama
baiknya dengan laki-laki.”28
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Indah Putri Indriani
menunjukkan kesetaraan dan potensi yang Indah miliki terhadap laki-laki
sehingga Indah memilih untuk bertarung.
Pandangan lain menurut bapak Anis Taba selaku kepala BKKBN Luwu
Utara menerangkan bahwa:
“…fenomena yang terjadi di Luwu Utara pada Pilkada 2015,
kemenangan Ibu Indah itu karena sangat dikenal oleh seluruh
lapisan masyarakat, karena sangat dikenal sehingga sangat
dekat dengan masyarakat, kemudian sadar atau tidak sadar,
rupanya Ibu Indah sudah mempersiapkan sosialisasi dirinya
sejak tahun pertama menjabat Wakil Bupati dengan cara gencar
kemana-mana tanpa pandang bulu. Dari sisi perempuan, wanita
kalau dia sadar tentang dirinya, justru memang mampu
memanfaatkan kepiawaiannya sebagai perempuan untuk lebih
dekat kepada masyarakat. Itu jauh lebih mengena dibanding
laki-laki.”29
Hasil wawancara diatas menjelaskan kemenangan Indah putri Indriani
karena Indah dikenal oleh masyarakat sejak Indah menjabat sebagai wakil
Bupati periode 2010-2015 berpasangan dengan Arifin Junadi. Indah lebih
banyak berinteraksi dengan masyarakat tanpa pandang bulu. Berawal dari
28 wawancara 23 Juli 2016, pukul 11.00 WITA
29 wawancara 18 Juli 2016, pukul 08.00 WITA
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Wakil Bupati Indah memberanikan dirinya maju sebagai calon Bupati
melawan Bupati petahana. Mencalonkan diri sebagai calon Bupati, Indah
bukannya tanpa hambatan melainkan mendapat hambatan berupa kampanye
hitam tentang isu pendatang dan isu perempuan. Namun kedua isu tersebut
dijadikan sebagai faktor pendorong bagi Indah.
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat di simpulkan bahwa,
Kesetaraan Gender dalam Pilkada Luwu Utara dibuktikan dengan adanya
proporsi yang seimbang antara calon Bupati laki-laki dan calon Bupati
perempuan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan amanat UU No.
39 tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan bahwa setiap warga
Negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun
perempuan untuk di pilih dan memilih. Hal ini menjadikan pemilihan bupati di
Kabupaten Luwu utara menjadi sorotan publik baik yang ada di Luwu Utara
maupun yang berada di luar Kabupaten Luwu Utara. Terpilihnya Indah Putri
Indriani sebagai bupati periode 2015-2020 semakin membuktikan bahwa
kesetaraan dan potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan dimata
mayarakat Luwu Utara adalah sama dimana semua manusia bebas
mengembangkan kemampuan personal baik laki-laki maupun perempuan,
termasuk dalam pilkada. Sehingga masyarakat dapat memilih secara rasional
dengan berdasarkan visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh calon
Bupati pada saat kampanye.
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2. Pemanfaatan Isu Kesetaraan Gender dalam Pilkada Luwu Utara.
Indah Putri Indriani merupakan sosok perempuan pertama di Luwu
Utara yang maju mencalonkan diri sebagai Bupati. Sehingga Indah tidak
lepas dari terpaan berbagai macam isu termasuk isu gender.
Isu gender yang berkembang yaitu perempuan tidak mampu untuk
memimpin kabupaten Luwu Utara karena sejarah telah mencatat bahwa
sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk hingga perkembangannya yang
sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, tidak pernah dipimpin oleh
perempuan. Apalagi pilkada 2015, Bupati Luwu Utara periode 2010-2015,
juga ikut bertarung dalam pemilihan bupati. Sehingga isu kemudian
berkembang bahwa untuk apa memilih calon perempuan sedangkan calon
bupati laki-laki yang ada sudah memiliki bukti konkret kepada masyarakat
akan bagaimana kinerjanya selama menjabat bupati Luwu Utara periode
tersebut.
Melihat isu gender yang makin berkembang dan mulai mengarah
untuk membutakan masyarakat dalam menentukan pilihan, maka Indah Putri
Indriani berusaha untuk memanfaatkan isu gender ini untuk kemudian diramu
menjadi peluang dan faktor penentu kemenangan. Adapun bentuk
pemanfaatan isu gender ini yaitu Indah memberikan pengertian kepada
masyarakat tentang siapa pemimpin Luwu Utara periode 2010-1015 yang
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sering turun ke lapangan menyapa masyarakat. Hal ini sesuai dengan
penuturan Indah Putri Indriani bahwa:
“justru kedua isu itu, isu perempuan dan isu pendatang yang
coba saya kelola dengan baik untuk kemudian membalik
persepsi masyarakat bahwa masalahnya bukan pada
perempuan dan pendatang tapi masalahnya adalah sejauh
mana visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat yang
kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga kedua isu
ini justru menjadi faktor pendorong.”30
Masalahnya bukan pada perempuannya, bukan pada pendatangnya,
tetapi sejauh mana visi misi yang ditawarkan ke masyarakat, itu merupakan
kebutuhan dari masyarakat. Hal lain diutarakan oleh Jahir S.Sos bahwa:
“…kami sangat mengapresiasi cara kampanye yang dilakukan Indah
Putri Indriani. Beliau sering mengajarkan masyarakat tentang
bagaimana cara memilih pemimpin yang ideal dan bagaimana menilai
kinerja pemimpin serta bagaimana pemimpin mendekatkan dirinya
kepada masyarakat baik melalui pertemuan formal maupun nonformal
dalam rangka mendengarkan keluh kesah dan aspirasi dari
masyarakat yang dipimpinnya.”31
Indah sering berinteraksi bersama warga Luwu Utata baik itu laki-laki
maupun perempuan. Pertemuan dengan warga baik formal maupun informal
digunakan Indah sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi warga tentang
apa yang menjadi kebutuhan mereka seperti pelayanan dan kebutuhan yang
belum diakamodir oleh pemerintah serta berusaha untuk merealisasikan
kebutuhan maupun keinginan masyarakat serta mendengarkan apa yang
menjadi keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrat di lingkup pemerintah
30 wawancara 28 Juni 2016, pukul 19.00 WITA
31 wawancara tanggal 5 Agustus 2016, pukul 13.30 WITA
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daerah Luwu Utara sehingga apa yang menjadi kekurangan dari aparatur
pemerintah secepat mungkin dibenahi agar masyarakat dapat merasakan
pelayanan yang efektif dan efisien dari aparatur sipil Negara di lingkup
pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Indah telah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum beliau
mencalonkan diri sebagai bupati Luwu Utara sehingga Indah Putri Indriani
sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat
yang belum dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Sehingga
dengan kecerdasan dan potensi yang dimiliki Indah dapat merumuskan visi,
misi dan program kerja yang akan dilaksanakan ketika beliau terpilih menjadi
Bupati dan hal inilah yang ditawarkan oleh indah kepada warga Luwu Utara
sebagai bahan pertimbangan untuk memilihnya di pilkada Luwu Utara 2015.
Hasilnya mayoritas warga Luwu Utara mendukung Indah dalam pilkada 2015.
Pemanfaatan lain dari isu gender ini yaitu mengajarkan untuk memilih
pemimpin berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya bukan berdasarkan jenis
kelamin, berdasarkan penuturan indah putri Indriani bahwa:
“masyarakat telah melihat kemampuan yang saya miliki serta kinerja
yang telah saya lakukan sejak menjabat sebagai wakil Bupati periode
2010-2015. Menjalankan tugas sebagai wakil Bupati periode 2010-
2015 saya melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan juga bagian dari
rasa kepedulian, rasa tanggung jawab atas amanah yang telah
diberikan kepada saya. Masyarakatlah yang menilai dan paling
mengerti dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan
menentukan siapa calon pemimpin yang terbaik. Setiap calon yang
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mencalonkan sebagai Bupati mempunyai sisi terbaik, tapi kita
kembalikan kepada masyarakat yang paling tahu tentang apa yang
menjadi kebutuhan mereka.”32
Berdasarkan wawancara diatas tentang kapasitas dan kapabilitas
yang dimiliki oleh Indah telah di buktikan sejak menjabat sebagai wakil bupati
periode 2010-2015. Hal itu yang menjadikan masyarakat lebih mengetahui
kinerja Indah dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil bupati periode
2010-2015. menurut Kelly, selaku pengurus partai PDIP bahwa:
“mempunyai status sebagai seorang perempuan belum tentu karir dan
harapan akan terhenti. Tetapi masyarakat luwu utara tidak melihat dari
segi jenis kelamin melainkan masyarakat luwu utara membutuhkan
kualitas yang dimiliki oleh seorang calon Bupati baik itu laki-laki
maupun perempuan.”33
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Luwu Utara
sudah memiliki mindset/ pola piker tentang bagaimana memilih pemimpin
secara rasional tanpa membedakan maupun memilih berdasarkan jenis
kelamin.
Indah banyak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah ia lakukan
sebelumnya kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tetap
mendukung keputusannya maju sebagai calon Bupati, bahkan dari kaum ibu-
ibu yang membentuk tim dengan sebutan Kartini pintar. Kegiatan yang
dilakukan oleh tim Kartini PINTAR yaitu mensosialisasikan Indah sehingga
dapat menang di pilkada Luwu Utara tahun 2015. Terbentuknya Kartini Pintar
32 wawancara tanggal 2 Agustus 2016, pukul 11.30 WITA
33 wawancara 4 Agustus 2016, pukul 13.00 WITA
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dimaksudkan sebagai wadah para ibu-ibu membahas tentang hal yang akan
dilakukan dalam mengawal majunya Indah Putri Indriani. Berdasarkan tuturan
Indah Putri Indriani bahwa:
“Masyarakat secara suka rela membentuk tim kartini pintar,
terbentuknya kartini pintar di mulai dari kemauan ibu-ibu yang
bergerak dari rumah yang satu kerumah yang lain dan dorongan
mereka sehingga termotivasi dengan adanya kesetaraan gender.”34
Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa masyarakat
sangat tersentuh dengan keikutsertaan seorang perempuan dalam kontestasi
pilkada apalagi Indah dari kalangan perempuan sehingga akan muncul tim
yang dijadikan sebagai wadah bagi perempuan khususnya kalangan ibu-ibu.
Tim yang terbentuk dengan sebutan tim kartini PINTAR, sehingga kaum
hawa utamanya ibu-ibu terdorong untuk bergerak dari rumah kerumah untuk
memperjuangkan kaum hawa tersendiri.
Selain itu, sasaran kampanye pasangan Indah Putri Indriani dan
Thahar Rum juga banyak mengarah ke pemilih perempuan dengan janji dan
komitmen memajukan kehidupan perempuan Luwu Utara kedepannya di
berbagai sektor. Berdasarkan penuturan Indah bahwa:
“Ingin meningkatkan pelayanan publik, pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan serta ekonomi kepada masyarakat.”35
34 wancara 2 Agustus 2016, pukul 11.30 WITA
35 wawancara 2 Agutus 2016, pukul 11.40 WITA
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa Indah sangat memperhatikan
pelayanan publik, karena Indah ingin memudahkan masyarakat yang ingin
melakukan pengurusan. Indah putri Indriani adalah sosok pemimpin yang
sangat simpati kemasyarakat misalnya Indah Putri Indriani mempunyai sifat
yang ramah sehingga mudah berinteraksi dengan masyarakat, serta
masyarakat mudah mengingat dan mengenal Indah karena seringnya
menghadiri undangan dari masyarakat.
Indah Putri Indriani dalam melakukan kampanye tetap melakukan
edukasi kepada masyarakat dibandingkan melakukan kampanye yang
banyak menghamburkan uang dan hanya berdampak sesaat bagi
masyarakat. Kampanye dengan mengajarkan kepada masyarakat apalagi
dalam hal membuat masyarakat kritis akan menilai pemimpin yang dekat
dengan masyarakat, dapat membuat masyarakat yakin akan pilihannya.
Mereka tidak memilih karena ada kedekatan khusus dengan calon kepala
daerah melainkan memilih karena melihat bagaimana kemampuan yang
dimiliki sang calon untuk memajukan daerah serta yang paling khusus
kemampuan calon dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga
Indah dapat mengayomi masyarakat yang dipimpinnya.
Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pintar merambah hingga ke
pelosok-pelosok di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yaitu dari
Kecamatan Sabbang sampai pada Kecamatan Tanalili, kemudian ada juga
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masyarakat yang secara mandiri mau bergabung secara sukarela kedalam
tim karena mereka terdorong oleh sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh Indah
selama ini kepada masyarakat Luwu Utara.
Selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indah mencoba memberikan
bukti kepada masyarakat bukan hanya sekedar retorika ataupun janji-janji
palsu yang hanya menyenangkan masyarakat untuk sesaat. Hal ini sesuai
dengan penuturan Indah Putri Indriani bahwa
“saya tidak hanya merubah dengan kata-kata tetapi merubah dengan
tindakan, perbuatan yang tidak hanya dilakukan pada saat menjadi
calon bupati tetapi sudah saya lakukan jauh hari sebelum adanya
pikiran saya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati. Hal ini lebih
kepada kepedulian, rasa tanggung jawab atas amanah sebagai wakil
bupati dan saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai.
Sebenarnya bukan persoalan memilih yang terbaik tapi memilih yang
menjadi kebutuhan masyarakat. Saya meyakini, semua memiliki sisi
yang terbaik. Pak Arifin sebagai Incumben Bupati mempunyai sisi yang
positif terlepas dari kekurangan. Begitu juga saya, ada sisi positif
terlepas juga dari kekurangan sebagai manusia, tetapi masyarakatkan
yang lebih mengetahui kebutuhannya.”36
Melihat komitmen yang dimiliki oleh Indah serta apa yang telah
dilakukannya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu Utara periode
2010-2015, tidak salah jika masyarakat sudah mulai terbuka akan adanya
pemimpin dari kaum hawa. Sehingga masyarakat Luwu Utara sudah mulai
rasional dan cerdas dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodahi
Kabupaten Luwu Utara 2015-2020. Mereka tidak lagi melihat bahwa yang
36 wawancara 27 Juni 2016, pukul 19.00 WITA
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bisa menjadi pemimpin hanya laki-laki namun mereka sudah membuka diri
akan adanya pemimpin perempuan. Tetapi mereka tidak asal memilih
pemimpin melainkan mereka tetap melihat apa visi misi dan program kerja
yang ditawarkan oleh calon kepala daerah untuk selanjutnya mereka
menimbang mana sebenarnya yang memiliki visi-misi dan program kerja
yang mewakili apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka akan Luwu
Utara kedepannya.
Indah mencoba untuk mengajarkan masyarakat Luwu Utara akan arti
pentingnya mengetahui bagaimana latarbelakang, visi-misi dan program kerja
yang ditawarkan oleh calon bupati sehingga masyarakat memiliki referensi
dalam memilih tanpa dibutakan oleh “money politic” yang dilakukan calon
bupati pada saat kampanye melainkan juga mempertimbangkan kepribadian
dan latar belakang calon. Hal ini semua telah dimiliki oleh Indah. Menurut
bapak Jahir S.Sos. selaku camat Tanalili bahwa:
“memang kepribadian ibu Indah itu sangat baik, apalagi selama
menjalankan tugasnya, Ibu Indah banyak turun ke masyarakat,
bahkan acara sekecil apapun beliau hadiri. Beliau juga mudah
menyapa, sehingga masyarakat menjadi senang.”37
Beragam model pendekatan coba dilakukan oleh Indah untuk
meyakinkan masyarakat agar mau memilihnya pada pemilihan Bupati 9
Desember 2015. Model yang dilakukan yaitu seperti melakukan door to door,
dan melakukan mapping politik. Selain itu, juga masyarakat terlihat senang
37 wawancara  20 Juli 2016, pukul 14.00 WITA
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jika sebuah acara yang mereka gelar dihadiri oleh sosok kepala daerah,
seperti acara keagamaan misalnya pengajian ibu-ibu majelis ta’lim, kelompok
gerejawan, dan lain sebagainya.
Kebahagiaan tersendiri buat masyarakat setempat setelah melihat
sorang Bupati hadir ditengah-tengah keramaian dan kesibukan yang mereka
lakukan. Kehadiran tersebut merupakan bentuk kepedulian seorang
pemimpin terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat bercakap-cakap
dengan mudah bersama Seorang Bupati; sebagaimana pengakuan Marianto
salah satu warga Masamba bahwa:
“Kehadiran seorang pemimpin ditengah-tengah kami adalah
kebanggan tersendiri buat kami. Kehadiran tersebut merupakan
sesuatu yang langka buat kami karena kami dapat tukar pikiran
dan berbincang-bincang secara langsung dengan Bupati.”38
Indah Putri Indriani dikenal sebagai pejabat atau aparatur pemerintah
Kabupaten Luwu Utara yang ramah dan mudah menyapa tanpa berfikir siapa
yang diajak bicara. Walaupun ia dari kalangan bawah ataupun dari kalangan
atas sekalipun tidak ada sekat yang memisahkan. Lain lagi dengan pendapat
bapak Tomi selaku masyarakat dusun Kapipe:
“Kami masyarakat sangat senang jika beliau hadir, kami bagi
masyarakat bisa saling bercengkrama serta bercanda gurau.”39
38 wawancara 18 Juli 2016 pukul 15.30 WITA
39 (wawancara 20 Juli 2016, pukul 09.00 WITA
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Pemimpin suatu daerah mestinya sebagai pelayan yang ramah di
masyarakat khususnya warga Luwu Utara membutuhkan perhatian dari
aparatur pemerintah setempat. Terlebih lagi masyarakat akan senang
walaupun mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi yang mereka butuhkan
perhatian khusus dari pemerintahnya, apalagi jika pemerintah menyapa atau
bercengkrama dan menunjukkan keramahan kepada masyarakat.
Menurut wawancara dengan Hisna selaku masyarakat dusun
Minna bahwa:
“Disela-sela kegiatan berlangsung Indah Putri Indriani menyempatkan
menyapa para tamu atau masyarakat yang datang dikegiatan
pengajian yang diselenggarakan di rumah jabatan Bupati Luwu Utara
sekaligus mempererat silaturrahmi. keramahan dimiliki seorang
pemimpin merupakan suatu modal bagi pemimpin.”40
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemanfaatan isu gender,
sudah sangat jelas bahwa Indah mampu untuk memanfaatkan isu gender
yang kemudian membalikkan perspektif masyarakat tentang siapa yang bisa
dan pantas untuk memimpin Luwu Utara dengan cara mengajarkan
masyarakat agar bisa lebih rasional dalam menjatuhkan pilihannya. Alhasil
Indah putri Indriani dapat memnangkan pilkada 9 desember  2015.
40 Wawancara 22 Juli 2016 pukul 19.30 WITA)
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
1. Bentuk Kesetaraan Gender Dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2015
Kesetaraan gender dalam Pilkada Luwu Utara tahun 2015 dapat
dikatakan setara atau seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan
keikutsertaan calon perempuan sebagai calon Bupati berhadapan dengan
calon bupati laki-laki, sehingga proporsi perempuan dan laki-laki dalam
perebutan kekuasaan eksekutif di Luwu Utara tercapai atau dapat dikatakan
seimbang.
Kesetaraan ini terjadi karena pada pemilihan Bupati Luwu Utara periode
2015-2021 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon tersebut
yaitu pasangan Arifin Junaidi dan A. Rahim serta pasangan Indah Putri
Indriani dan Thahar Rum. Sehingga terlihat jelas bahwa kesetaraan gender
sudah seimbang di Luwu Utara.
Hal yang menjadi dasar bagi Indah Putri Indriani untuk mencalonkan diri
selain permintaan dari masyarakat yaitu adanya amanat UU No. 39 tahun
1999 tentang HAM yang memberikan jaminan bahwa setiap warga Negara
Indonesia diberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun
perempuan untuk dipilih dan memilih. Hal ini menjadikan pemilihan bupati di
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Kabupaten Luwu utara menjadi sorotan publik baik yang ada di Luwu Utara
maupun yang berada di luar Kabupaten Luwu Utara.
Terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai bupati periode 2015-2020
semakin membuktikan bahwa kesetaraan dan potensi yang dimiliki laki-laki
dan perempuan dimata mayarakat Luwu Utara adalah sama dimana semua
manusia bebas mengembangkan kemampuan personal baik laki-laki maupun
perempuan, termasuk dalam pilkada.
2. Pemenagan Indah Putri Indriani Dalam Isu Kesetaraan Gender
dalam Pilkada Luwu Utara
Pada Pemilihan bupati Luwu Utara 9 Desember 2015, terdapat begitu
banyak isu yang berkembang terutama Isu Gender yang digaungkan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Isu ini berkembang tidak lain
karena terdapat calon Bupati Perempuan pada pemilihan bupati saat itu.
Isu gender yang berkembang yaitu perempuan tidak mampu untuk
memimpin kabupaten Luwu Utara karena sejarah telah mencatat bahwa
sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk hingga perkembangannya yang
sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, tidak pernah dipimpin oleh
perempuan. Apalagi, pada pilkada 2015, Bupati Luwu Utara periode 2010-
2015, juga ikut bertarung dalam pemilihan bupati. Sehingga isu kemudian
berkembang bahwa untuk apa memilih calon perempuan sedangkan calon
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bupati laki-laki yang ada sudah memiliki bukti nyata kepada masyarakat
tentang kinerjanya dalam mengabdi untuk pembangunan dan kemajuan
Luwu Utara.
Melihat isu gender yang makin berkembang dan mulai mengarah
untuk membutakan masyarakat dalam menentukan pilihan, maka Indah Putri
Indriani berusaha untuk memanfaatkan isu gender ini untuk kemudian diramu
menjadi peluang dan faktor penentu kemenangan.
Pemanfaatan isu Gender dilakukan Indah dengan melakukan edukasi
tentang cara memilih calon Bupati berdasarkan kemampuan dan kualitasnya,
visi-misi dan program kerja yang ditawarkan serta mengahadiri setiap
undangan dari masyarakat rasa kepedulian Indah terhadap masyarakat Luwu
Utara serta sebagai ajang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Melalui pemanfaatan isu ini, masyarakat menjadi tergugah hatinya
untuk memberikan dukungan kepada calon yang memiliki kualitas, visi-misi,
kepedulian dan program kerja yang diharapkan oleh masyarakat Luwu Utara.
Sehingga dengan pemanfaatan isu ini, Indah Putri Indriani memperoleh suara
mayoritas dan dinyatakan sebagai Pemenang Pemilihan Bupati Luwu Utara
periode 2015-2021.
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6.2Saran
Pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran
yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan:
1. Pemerintah Luwu Utara seyogyanya melakukan pendidikan politik bagi
kaum perempuan agar dapat menjadi cambuk untuk turut serta dalam
pemilihan pejabat publik dimasa yang akan datang baik itu sebagai
panitia maupun sebagai calon yang bertarung.
2. KPU dan Panwaslu Kab. Luwu Utara agar kiranya lebih aktif lagi dalam
mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilihan
Umum Kepala Daerah agar masyarakat Kab. Luwu Utara dapat
tercerahkan dan tidak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab pada saat masa kampanye.
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